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PENDAEIUEUaW 
D i m m a p  di dmia baik dalm suatu negar, 

propinsi m a w  kabupaten yang jika memiliE 
kmdungan pulau-pulau kecil yang banyak rnaka 
konsekue~ lo@snya add& pmj angnyag~s  pan^ 
negardpropingd kAupatentersebut. Sebad &bat 
dari kondisi s e d e m i ~ m  maka selalu tedapat 
ketidakseimbangan nisbah lum laut dm d ~ a h y a .  
Sebagai conto& Zndonaia s&agai negara kepul 
(archipehagic state), panj ang garis panhya81.000 
km (terpanjang kedua di dunia sesudah Kmada) 
sehingga luas lautannya sebesar 75 % dari luas 
daratannya atau sebtar 6 juta kmz. Hid yang sarna 
sudah pasti pula terj a& d provinsi seped M d h ,  
NTT, NTB, Kepulauan Riau dm sebaginya. Di 
Kab . Smenep dengm jurnlah pdau 76 buah m&a 
jika dhitung garis pantainy a serta ~ s b &  laut dan 
d a r n & &  kondsi seperti diatas juga akan tee a&. 

j u a k a s i  mundnya sekorkdautan darm 
sebagai leading sector pada baik suaht negaral 
propinsilkabupaten. 

ProrUsnyq di Era Clrde Banr peme~ntah h- 
donesia s m a  sekali &d& memil& political will 
mtuk membentulk d en f i m s  seba@ badan 
mggd pembuat ang mengatur rnasdah 
kelaum dm pe~kman Sejafm d e w  ity k@atsan 

lstut beqalm sangat 
htr:&mpaad 
Pofifical will tersebut banr muncul pada Kablnet 
Persatuan Nasional yang dipimpin oleh 
Abdu~acbmm W&d sebagai presiden. Wdaugun 
demibm, munculnya Departernen Kelautarn dm 
Pe~kanan @KP) bertepatan dengan se~usnya 
kemsakan E s i k h b i ~  & I'aut serta adanya kelebihm 
tangkap di hmpir semua stok pe~kanan di hdone- 
sia. 

Pengemb angan pulau.-pulau kecil 
mempdan arah kebijakan baru bertqatan dengm 
lahirnya DKP dimma terdapat sebuah direktorat 

ymg mengurusi masalah p m b a n w m  pdm-pdw 
kecil. Hal ini berindikasi. tidak &pahmi arti dm 
perm penting dari; nihm pulau-pdau kecjl yang ada. 
hdonesia memilik 17.508 pulau, sebaaarm besar 
dari pulau-plau tersebut rnerupakm pulau-pulau 
kecil dengan kekayaan Sumberday a Alan (SDA) 
dm Jasa Gngkungan (Jashg) yang sangat potemid 
m ~ p e I t l b m ~ a n  ekonomi. Dari j d a h  tersdut 
baru 5700 pulau yang memilib nama (data: 
Departernen Transmigrasi dan PPIK, 1995). 

Kawasm pulau-pdau kecil i d  memaiE 
potensi pembangunan yang c u h p  besar karena 
didukung oleh adanya ekosistem dengan 
produkcivitas hayati tinggi seperti 
padmg lmun (sea pass), mmput laut (sea wee&) 
dm hutan bakau (mangrove). Sumber daya hayati 
laut pada kawasan ini me~liki .  potensi keragarnan 
dm nilai ekonomis yang 6ng@ seperti kerapu, na- 
poleon, ikan hias, kuda laut, kerang mu~ara, h a  
raksasa (TrI'&cna@gas) dm teripmg. Selain ib ,  
pulau-pdau kecil i d  juga membedkan j as-j  asa 
lingkungm yang enggi nil& ekonomisnya dm 
seMigus sebagai kawasan berlmgsungnya kegiam 
kepari.wisataa31. 

Disisi lain, fakta menwukkan bahwsh p 
' 

pdau-pulau kecil yang me~Eki .  potemi perikanm 
cukup tinggi cender menj adi ternpat 
penmgkapm ikan ymg an baik deh nelaym 
sing maupun nelaym lokal dengm matid& rarnakr 
hingkungan, seperti pernboman, pembiusan, 
penggLanam racun, dm sebagainya. Selain itu, 
terdapat f&ta bahwa pulau-pulm k&l ymg 
sering &jadikan sebagai tempat penyelundupan, 
pembuangm limbah ddatau penanzbmgm pasir 
secm liar. 

P 
DAN PESISIR 

Batas ke arab dmt  dari sisi ad mi^ 
batas terluar sebelah hulu dari desa p m ~  atauj arak 



definitif secara arbiter misalnya 2 km, 20 km d m  
seterusnya dari garis pantai. Sedangkan dari sisi 
secara fisik, ekologis, sosial budaya dan ekonomi 
yang meliputi: 
1. Secara ekologis 
e Habitatlekosistem pulau-pulau kecil cenderung 

memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding 
proporsi ukuran pulauny a. 

e Memiliki resiko lingkungan yang tinggi, misalnya 
akibat pencemaran dan kerusakan &bat aktivitas 
transportasi laut d m  &vitas penangkapan ikm, 
&bat bencana alam seperti gempa, tsunasni. 

e Keterbatasan daya dukung lingkungan pulau 
(ketersediaan air tawar dan tanaman pangan) 

e Melimpahnya biodiversitas laut. 
2. Seeara Fisik 
e Terpisah dari pulau besar 
o Bisa dalam bentuk gugusan atau sendiri 
* Tidak mampu mempengaruhi hidroMirnat laut 
e Luas pulau tidak lebih dari 10.000 kilometer 

persegi 
e Sangat rentan terhadap perubahan alam dan atau 

manusi seperti bencana angin badai, gelombang 
tsunami, letusan gunung berapi, fenomena 
kenaikm pennukaan air laut (sea level rise) d m  
penambangan. 

3. Seeara Sosial- Budaya-Ekonorni 
e Ada pulau yang berpenghuni dan tidak 
e Penduduk asli mempunyai budaya dan sosial 

ekonomi yang khas 
e Kepadatan penduduk sangat rendah (1 -2 orang 

per hektar) 
* Ketergantungan ekonomi lokal pada 

perkembangan ekonomi luar (pulau induk, 
kontinen) 

e Keterbatasan kualitas §DM 
I. Aksessibilitas (sarana, j arak, waktu) rendah atau 

maksimal satu kali sehari. Jika aksessibilatsnya 
tins maka keunikm pulau lebih mudahtergmggu. 

PULAU-PaJLAU MlEGIL : U S U S  SUS 
DALAM PEMBANGUNAN 

Pulau-pulau kecil mempakan kasus khusus 
dalam pembangunan karena ciri khusus yang 
dimilihya. Ciri khusus tersebut meliputi s m b d a y a  
alamnya, ekonominya dan dalam bmyak kasus 
kebudayamnya. Pada pulau-pulau kecil, pilihan 
pembangunan yang sustainable secara ekologis 
maupun ekonomi sangat terbatas (Hein, 19901, 

penyediaan j asa umum sangat mahal, kelangkaan 
dalam ha1 sumberdaya manusia yang handal lebih 
khusus lagi pada pulau yang b 
(luasnya kurang dari 1000 km2 dengan jumlah 
penduduk 10.000 orang ) (Hein, 1990), 
pengembangan ekonomi hampir sulit dilahkan 
t m p a  campur tangan dari luar. Kemmpuan pulau 
untuk mengembangkan dirinya tanpa bantuan dari 
luar (self-sufficie~zcy) hampir tidak mungkzn. 
Dismping itu, sumberdaya dam insular seperti air 
tawar, vegetasi, tanah, udara, ekosistern pesisir d m  
hewan liar pada W m y a  mendikte suatu pulau un.tuk 
berkembmg secara sustainable. ProduMvitas 
sumberdaya dan jasa lingkungan yang tersedia 
bergantung pada ekosistem tetangganya. 

Pembangunan ekonorni pada pulau-pulau kwi2 
dibatasi oleh ukuran dan lokasl pulau itu sendiri. 
Ukuran tersebutjuga dapat menjadi kelemahan jika 
produsen dan konsumen lokal. 

Dari sisi lingkungan pulau-pulau kecil 
mempakan lingkungm b u m s  yang berciri: 
e Terbuka dari pukulan ombak dari semua sisi 
e Memiliki massa daratan yang relatif lebih kecil 
* Memilib kepekam yang tinggi terhadap 

keke~ngan karena kemamguan menaban air yang 
sangat minim sehingga sering kekurmgan air tawar 

e Daya dukung pulau sangat terbatas 
Opsi pembangunan pada pulau-pulau kecil 

pada umumnya hanya 3 jenis yaitu 1) aktivitas 
pembangunan yang tidak berdampak negatif sama 
sekali pada lingkungan misalnya dengmmen 
suatu pulau dengan perairamy a sebagai kawasm 
wildlife sanctuary; 2) aktifitas ymg hanya sedikt 
dampak negatifnya rnisalnya pengembangan 
ekonomi subsistem untuk pemenuhm kebutuhan 
lokal melalui penggunaan sumberdaya lokal secara 
lestari; 3) &fitas yang b pesubahan radikal 
da lm lin&ngan seperti angm skala bear, 
kegiatan militer dan pengetesan nuklir dan 
pengembangan tourisme yang intensif 

Masing-masing opsi tersebut di atas merniliki 
keuntungan dan kelemahan dari sisi p uhm 
ekonorni dan sustainabilitasnya. Msdnya, pada 
pilihm pertama sustainabilitasnya tinggi tetapi dari 
sisi pertumbuhan ekonomi sangat rendah. 
Sebaliknya untuk pilihan yang ketiga. Oleh sebab 
itu pilihan ke dua dipercay ai sebagai pilihm yang 
tepat karena suslainabilitas dati sisi smberdaya alatn 
m a w  pertumbuhan ekonomi dapat didicapai. 
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Dari uraian di atas maka pada pulau-pulau 
kecil, pencegahan terhadap kerusakan ekosistem 
merupakan alternatif terbaik walaupun modifikasi 
lingkungan untuk meningkatkan penyediaan barang 
d m  jasa berharga bagi manusia tidak dapat dihindari. 
Dengan kata lain, manaj emen lingkungan meyakan 
syarat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sus- 
tainable dan manaj emen pertumbuhan ekonorni 
merupakm bagian dari manajemen lingkungm. 

Manaj emen linghngan urnumnya meliputi 
pemmtauan, dan modifikasi SDA sebagaimana 
dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang bemilai 
tambah. Wdaupun demikian, SDM merupakan 
komponen penentu pemanfaatm SDA sehingga 
manajemen lingkungan dapat disebut sebagai 
mmajemen hubungan antaramanusla danlhgkungm 
(man-environment management). 

Untuk mengembangkan pulau-pulau kecil 
dibutuhkm stud dm perencanaan untuk mengetahui 
kebutuhan pembanaounan. Paradigma penelitian pada 
pulau-pulau kecil antaralain: 
1. Kategorisasippk untuk menunjukan kendala dan 

permasalahan linghngm yang ada serta potensi 
transfer teknologi dm pengalaman 

2. Penekanan pada analisa sistem (ekonomi, 
demogmfi, politik, lingkungan dmtekno1ogi) 

3. Penelitian interdisipliner dan interaktif 
4. Kader pakar dan lembaga pengkqian teknologi re- 

gional atau pusat penelitian mtuk mendukung 
penelitian, perencanaan dan pembangunan. 
Penelitian dapat dilakukan perpulau atau pergugus 
pulau. 

KENI)ALA PEIMBMGUNM SPESWE 
KEm 

Beberapa karakteristik pulau kecil y ang dapat 
merupakan kendala pembangunm adalah: 
1. &ran y ang kecil dan isolasi sehngga penyedim 

sarana dan prasarana menjadi sangat mahal, dm 
sumberdaya manusia yang hmdal menj adi fangka. 
Luas pulau yang kecil itu sendiri bukanlah suatu 
kelemahan, jika barang d m  j asa yang diprduksi 
dan dikommsi oleh penghuninyahmya terdapat di 
dalam pulau yang dimaksud. M a n  tetapi begitu 
jumlah penduduk meningkat secara drastis, maka 
diperlukan barang dm jasa serta pasar yang berada 
j arrh dari pulau tersebut. 

2. Kesukaran atau ketidakrnampuan untuk mencapai 
skala ekonomi (economics of scale) yang optimal 

dm menguntungkan dalam hal adminimi, usaha 
produksi dan transportasi brut  menghambat 
pembangunan hampir semua pulau-pulau kecil di 
dunia ( B r ~ o ~ e l d ,  1990; Hein, 1990). 

3. Ketersediaan sumberdaya dam d m  j asa-jasa 
seperti air tawar, vegetasi, tanah, ekosistem pesisir 
(coastal ecosystem) dan satwa liar, pada 
akhirnya akan menetukan daya dukung suatu 
sistem pulau kecil d a l m  menopang k e ~ d u p a n  
manusia penghuni dan segenap kegiatan 
pernbangunannya. 

4. Produktivitas sumberdaya dam dan jasa-jasa 
lingkungm (seperti pengendalian erosi) yang 
terdapat di setiap unit Qokasi) di dalam pulau d m  
yang terdapat di sekitar pulau (seperti ekosistern 
terumbu karang d m  peraian pesisir) saling terkait 
satu s m a  lain secara erat (Mc Elroy et.al., 1990). 
Misalnya di Pulau Palawan, Philipina dan 
beberapa pulau di Kaxibia Timur, penebmgm 
hutan di lahan darat secara tidak terkendali telah 
meningkatkan laju erosi tanah dan sedimentasi di 
perairan pesisir, kemudian merusak/mema~kan 
ekosistem terumbu karang yang akhirnya 
menghancurkan industri perikanan pantai d m  
usaha pariwisata bahari (Hodgson dan Dixon, 
1988; Lugo, 1990). Oleh karenaitu, keberhasilan 
usaha pertanian, perkebunan atau kehutanan di 
lahan darat suatupdau, jikatidak dikelolamemnrt 
prinsip-prinsip ekologis, dapat merusakl 
mematlkan industri perikanan pantai dan 
pariwisata baharj. di sehtar pulau tersebut. 

5. Budaya lokal kepulaum kadangkala bertentangan 
dengan kegiatan pembangunan. Contohny a 
panwisata y ang &ir-&ir ini dimggap sebagai 
dewa penolong (panacea) bagi pembangunan 
pulau-pulau kecil, tetapi di beberapa pulau kecd 
budaya yang dibawa oleh wisatawm (wing) 
dlanggap tidak sesuai dengan kendala atau agama 
setempat Francillon 1990). 

Segenap kendala tersebut bukan pdau-pulau 
kecil tidak dapat dibangun atau dikernbangkm, 
melainkan pola pernbanmnannya hams mengihti 
kaidah-k&d& ekologis, khususnya adalah bahwa 
tin@ pembmgunan secara keseluruhan tidak boleh 
melebihi daya dukung (carrying capacity) suatu 
p u l q  damp& negatif pembangunm (cross-sectod 
impacts) hendaknya ditekan seminimal mungkin 
sesuai dengan kemarnpum ekosistem pulau tersebut. 
Selain itu, setiap kegiatan pembangunan (usaha 



produksi) yang akan dikembangkan di suatu pdau 
seyogyanya memenuhi skala ekonomi yang optimal 
dm menguntungkan serta sesuai dengan budaya 
loM. 

Untuk mengakomodir keragaman 
pernasalahan pulau-pulau kecil maka pernefintah 
telah mernbuat pedornm urnurn pengelolaan pulau- 
pulau kecil yang pada dasarnya sesuai manat 
undang-undang otonod daerah. 

Persodan pulau-pdau kecil adalah b&m dari 
persoalan bangsa dan negara yang sangat penting. 
Kebij akan alokasi mang dan pengelolaan pulau- 
pdau kecil h a s  dinunuskan secara hati-hati, karena 
aspek pernbangunan ekonomi, isu ini juga 
menyanw: 
1) harga diri dan moralitas Indonesia sebagai suatu 

negara kepulauan 
2) kedaulatan dan keutuhm wilayah RI sebagai 

negara kepulauan 
3) penegakan hak-hak masyarakat adat sebagi unsur 

penting ddam stmktur negara bangsa 
4) kelestarian surnberdaya dam. antar genersesi 

Pendekatan arah kebij &an pengelolam pulau- 
pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis 
masyarakstt sebagGmana tertuang dalm Pedoman 
Umum &kembangkan dan di 

a melibatkm berbagai pihak yang berkepen~ngan 
dengm mengkornbbasikan 3 pendekam y&tu hk, 
ekosistem dalarn alokasi mang wilayah pdau dan 
gugus pulau, serta pengelolam yang sesuai dengan 
latar setempat. 

1. Pendekatan hak 
Ada 3 tujuan yang ingin dicapai yaknd: 

1. adanya pengakuan dm perlindungm h u b  atas 
hak-hak masyarakat adat atas tanah dm wilayah 
perairm pul au-pulau kecil; 

2. tejalinnya ke jasama usaha yang setara antara 
masyarakat dengan pengusahalinvestor da lm 
pemanfaatan ekosistem pulau-pulau kecil dalam. 
kejelasan hak dan kewajiban masing-masing 
pihak dalam kontrak keqasma yang pelaksmam 

hak dan kewajibannya diawasi dan ditegaMtan 
oleh pemerintah; 

3. kepastian bemsaha bagi pengusahahnvestor yang 
sudah mendapatkan hak pakai atas tanah dan 
wilayah perairan pulau-pulau k e d  yang &has& 
oleh negm 

2. Pendekatan ekosistern dalam alokasi 
ruang wilayah pulau dan gugus pulau 

Wilayah gugus pulau dan pulau-pdau kecil 
sangat rentan secara ekologis. Selain itu, wilayah 
ini memiliE keterkaitan ekologis, sosial e k o n d  dm 
sosial budaya dengan ekosistem di sekitmya. 
Dengan alokasi rumg yang didasarkan pada daya 
dukung ekologis, jaringan sosid-budaya aratara 
masyarakat dan integrasi kegiatan sosial-ekonomi 
yang sudah berlangsung selama ini, akan 
mernbefikan pilihan investasi yang tepat. 

Tata mang dengm pendebtan ekosistem banas 
en kebij &an u m a  untuk menj aga 

kernanan d m  keselmatan sosid-budaya dm 
ekdogis ddam. pengelolaan pulau-pulau kecil. 
Aokasi seperti ini memberikan kesernpatan bagi 
penataan dang posisi dm peran startegis masyarakat 
loka, pemeintah daerah dan pemeintah pusat dalam 
pengelolaan pulau-pdau kecil sejalan dengm p&et 
W Otonomi Daerah (W No. 2211999 d m  UU 
No. 2511 999). H d  ini &an befimplikasi pada 
kejelam h& dm kewdibm serta wewenmg pihak- 
pihak di atas. 

3. Pendekatan gengelolaan yang sesuai 
dengan latar setempat 

Jenis kegiatan investasi, baik y ang dil 
deb rnasyar&t lokal rnaupun investor d a m  negai 
dan asing, dikawasan gugus pulau-pulm kecil h s  
rnengacu pada alokasi ruang yang tel& ditetapkan. 
Pengelolaan pdau-pdm kail inj, pun tidak akan 
untuk seluruh Indonesia, tetapi disesuaikm dengan 
latar geografisnya dan kar&eris~k ekosistern, serta 
sosial budaya masyarakat setern da tahap 
perencanaafl induk vvilayah, akan di peniil6m 
sumberdaya dam (resources vdua~on), yang &an 
menj adi landasan pengembangan pola pengelolaan 
sereta sistem keselmatan ekologis, sosial dan 
buday a. 

Mengingat rentannya ekosistem pul 
kecil dm gums pdau kecil, pemerintah m 
pembatasan kegiatan yang sudah terbukti 
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menimbulkm dmpsrknegatif ymg luas, baik sema 
ekologis maupun sosial. Pemerintah hanya 
mengijinkan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk 
konservasi, budidaya laut (maricuZture), ekowisata 
sertausaha penan&apm ikan dm industri perihan 
yang lestari. D d m  usahapemanfaam pulau-pulau 
kecil ini oleh pengusaha dari luar pulau, pemerintah 
menj adi fasilitator pelibatan masy ar akat dalam 
berbagai. bentuk, seperti akses berusaha bagi 
penduduk lokal, kemitraan usaha dan penyertaan 
modal. 

Pernerintah h mengmbangkan i 
kebij &an untclk menduhng sistem keselmatan 
ekologis, berupa, (1) pemberlhan dma j aminan 
yang diserahkan oleh cdon pengelola pulau-pdau 
kecil, seperti berupa bonds, colateral fee, dan envi- 
romental insurance; (2) pebegakan prose& analisis 
mengenaj. damp& linghngan d m  sosial d a i  
kegiam investasi yang &rencm&m s 

A. Pedornan Kebijakan tentang Hak-hak Para 
P&ak Atas Tanah dan Wilayah Perairm 
Pulau-Pulau Kecil 

1. Negara mengakui dan melindmgi hakulayag hak 
adat'hak asal usuI atas penpasam tanah dm 
wilayah perairan pulau-pulau kecil oleh 
masyarakat hukum adat di smping h&-hak 
I&mya sesuai dengan peraturan pemndang- 
undangm yang bed&. 

a. Untuk pulau-pulau kecil dm waayah perairmya 
y ang dikuasai/dimiliki/ diusahakan oleh 
masyarakat hukum adat, maka kegiatan 
pengelolawy a sepenuhny a berada di tangan 
masyarakat hukum adat itu sendiri, semi  d e w  
peraturm pemdmg-undangan yang berlaku. 

b. Setiap kerjasama pengelolaan pulau-pdau kecil 
antara masyarakat h u h m  adat dengan pihak 
ketiga hams didsksarkm pada kesepakatm yang 
saling menguntungkan dengan memperhatikan 
daya dukung lingkungan dan kelestarian 
sumbeday 

6. Setiap kerf asma pengelolaan pulau kecil antara 
mqarakat  adat dengan pihak ketiga dai  
luar negeri harus mendapatkan izin dari 
Pemerintah kabupatenlKota dengan 
memperhatikan kepenengm wional. 

2. Pemerintah bemenang untuk memberikm Hak 
Pengelolaan Lahm (WPL) kepada pihak yang 
&an melakukm pengelolam pulau-pulau kecil 
dan Pemerintah Kabupatesota bemenang 
memberikan Wak Guna Bagunan @GB), Hak 
Pakai (WP) diatas HPL sepanjang tidak 
melanggar hak individu d d a m  hak adat 
atas tmah. 

3. Pernberian Hak Pengelolaan Lahm (IFPL) 
&bmtngkm antara lain d d m  bentuk perj anjian 
sewa menyewa, perjanjian pengelolaan dan 
be& l&nnya. 

4. Pengaturan hak atas wilayah perairan & sekitar 
pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut oleh 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dm Kabupaten/ 
Kota sesuai dengan peraturan pemndang- 
undmgm yang bed&. 

B. Pedoman Kebijakan tentang Pemanfaatan 
b a n g  Pulau-putiau Keeil 
Kebijakm tentang pemanfaatan mmg pulau- 

pulau kecil harus mempertimbangkm hd-hal sebagi 
berilzut: 
1. katar geografis 

D d m  pemanfaatan ruang pdm-pdau kmil perlu 
la~geogratis pdau dm gugbls pdau 

yang rnempuny& kkeudukan strategis d d m  
pengembmgm ekonomi wilayah dm konstelai 
geopoli~k. Oleh karena ity penatam rumg pdm- 
pulau kedl perlu mempertimbangkan faktor 
keterk~tan mtar pdau dm gugus pulau. 

2. Kerentanan wilayah terhadap bidang poli&, 
ekonomi, sosid, budaya dm ekologi 

3. Kernanan nasiond 
4. Ketersediaan sarana dan prasarana 
5. Kawasm konservasi d m  endernisme flora dm 

fauna temasuk & dal 
6. Kar&er politik, eko 

keiembagaan masyarakat lokal 
7. Bentang darn (la&cape) 

Bentmg dam pulau mempadcm p 
keseirnbangan d m  yang terjadi dan rnemei6E;li 
nilar-nilai keunikan a l m .  Oleh karena itu, 
perubahan yang terj adi terhadap bentmg dm 
pulau harus berada ddatn batas toleransi dan 
kapasitas asimilatiflin-gan pulaukd. 

8. Tata guna lahan dm p e d n h t a f l  (zmmi) laut 
Pengaturan tata guna lahan d m  laut hams 
meqertimbmgkm kod ik  pemanfaatan dan 
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faktor-faktor lain seperti keunikan, kepekaan dm 
trmsformasi sumberdaya almnya. Keterpaduan 
penggunaan lahan dan laut menjadi salah satu 
prinsip utma yang harus dipertimbangkm. 

9. Keterkaitan kegiatan ekkono~,  sosial dm budaya 
antar pulau. Keterkaitm fungsional antarpulau 
dapat memberikm sinergi terhadap p &an 
dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi dari 

lo. Skala ekonomi dalam pengmbangan kegiiatan 
Tingkat pengelolaan suatu pulau kecll hams 
sebanding dengan skda ekonominya agar dapat 
diperolehtinht efisiensi ymg o p h d .  

1 I .  Pelibatan para pihak yang berkepentingan (&h 
holdrs) y ang terdiri dari pemerintah, 
masyarakat dsur dunia usaha d d m  proses 
perenemaan pemarmfaatan mmg. 

C. Pedomm Kebijakm tentang Pengelolaan 
Pulau-puiau Kecil dm Wilayah Periran 
Sekitarnya 
I. Dalarn me1 pengelolaan pulmpulau k d  dan 

wilayah perairan disekitarnya harus 

b)Keterpaduan kegiatan antarawilayah darat dan laut 
sebagai satu kesatuan ekosistem; 

c) Efisiensi p a n f a a m  sumberdaya; 
d) Protokol keamman yang didasarkan pada peilaim 

harga sumberdaya sesuai dengm prinsip ekonoIlli 
hmm 

e) Peraturm-peraman dan konvensi inteanasional 
temtama yang m e n y a n ~ t  tata batas perairan 
i onal. 

2. Pemerintah, Pernerintah Provinsi dm KabupaW 
Kota hams menjarnin bahwa pmtai dan persbirm 
pulau-pulau keel1 addah merupaJkan akses yang 
t e b k a  bagi masyarakat. 

3. Pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil perlu 
dilakukan secara menyelunrh berdasarkan satu 
kesahan gugusan pulau-pulm ddatauketefitan 
pulau tersebut dengan ekosistem pulau besar. 

4. Kegiatanpengelolaan pulau-pulaukecil yang b&Gs 
masyarakat hams meqerhatikan adat, n o m  dad 
atau sosial budaya serta kepentingan masyarakat 
setempat. 

5. Pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak ketiga 
dengan hjum observasi, peditian dm kompilmi 

matkkqduanpgembmgani& 

. sitefitsetempat 
ddatau pakar di bidangnya. Data, infomasi, basil 

ersebut dan Wak  Kekayaan 
menj adi milik pih&-pihak yang 

6. Pulm-pulm yang tdah &kwh sebagai kaw 
konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1990, kawasan otorita, kawasan tertentu 
khususnya tempat latihan militer dan pmghdan 
militer, tidak temasuk & dalm pedornan urnurn. 
pengelolaan pulau-pulm kecil. 

7. Gosong, atol dan p d m  kecil yang menjadi titik 
pangkaI (bmepoint) pengukurm  laya ah perhap1 
lndonesia hmya dapat dikembmg%an sebagd 
kawasm konsemasi. Penggunm terbatas pdau 

- kmservasi 
imIWe) 

- usaha penangkapm d m  indush p 

dan peternakan skalamah 
ogi tinggi non ekstr&f 

pulau-pulau kecil sebelslm Pedomm U m m  id 

pemdang-undangm yang berlaku. 

i n d u s ~  pengolahan hanya &pat 

lingkungan yang smgat ketat, menggunakm 
h b g m  sertatidakb 

dengan peraturm perundmg-undmgan y ang 
bed&. 

12. Kegiatan pengelolam pdau-pulau kecil yang 
diarahkan untuk kegatan keparidsataan harus 
memperhatikan kelestarian lingkungan 
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sebagaimma tersebut dalam pasd 6 dm pasal 
2 1 Undmg-undang Nomor 9 Tahun 1 990 tentang 
Kepariwi sataan. 

13. Pengelolaan pulau-pulau kecil y ang dilalnrkan 
oleh pihak ketiga harus memberdayakan 
masyarakat lokal, baik dalm bent& penyedm 
sahm maupun kemitraanlaimya secara aktif dm 
rnemberikan keleluasaan aksesibilitas terhadap 
pulau-pulau kecil tersebut. 

14. Setiap kerj asama dengan pihakluxnegeri dalm 
pengelolaan pulau-pulau kecil harus berdasarkan 
kepentingan nasiond. 

15. Jangka wakcu pengelolaan pulau-pulau kecil 
disesuGkan dengan bjuan pengelolaan yang 

a diatur kemu&an. 

Mekanisme pelaksmaan pengelolm pulau- 
pulau kecil diatur sebaglu berikut: 
1 .Pengelolaan pulau-pulau kecil sepenuhny a 

dilakukan oleh PemerintA Daerah Kabupated 
Kota bekerj asama dengan masyarakat dan dunia 
usaha sesuai dengan peraturan pemndang- 
undangan yang berlaku. 

2. Pemerintah Daerah kabupatenlkota dapat 
melakukm inventarisasi dm penannam mtuk 
pdau-pulau kecil yang belum mempunyai n m a  
dengan tetap rnemperhatikan penmaan pulau 
yang telah digunakan masyarakat dan sesuai 
dengan peraturm pemndmg-undmgm yang 
berlaku. 

3. Pemerinth, Pemerintah Provinsi dan Kabupatenl 
Kotamenyusun startegis dan renmapernintakan 
(zonasi) untuk pengdolaan pulau-pulau kecil di 
dayahnya. 

4. Dal am perencanaan pengelolaan pulau-pul au 
tersebut, para pihak yang berkepentingan harus 
menyusun rencana pengelolm pulau-puIau kecil 
d m  rnemhat mtntakat (zona) s 
pemanfaatanny a 

5 .  Pemerintah Daerah Kabupatefiota dapat 
miernberib izin pengelolaan pulau-pulm kwil dm 
wilayah perairmya kepada pilnak ketiga sesuai 

adat dan peraturan perundang- 

6. Khusus untuk pengelolm pulau keel oleh pihak 
ketiga dai  luar negeri; sebelum lzin dikeharkan, 
Pemerintah DaerahJKota terlebih dahulu 

olaanwdib 
menyusun rencm investasi dan rencana aksi yang 

ategis perabangunan 
yang akan dinilai. 

oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupateaota. 
8. Pihak ketiga dari lux negeri; y ang akan 

pengelolaan perk menyusun rencana inv 
rencana aksi yang sejalan dengm pernbmgunm 
daerah (Propeda) secara transparan yang akm 
dinilai oleh Pemerintah Provinsi dm Kabupaten/ 
Kota. 

9. Pihak ketiga bersama Pemerintah P.rovinsi dm 
Kabupateaota diwajibkan mensosialisasikan 
rencana pengelolaan pdau-pula kecil yang &lah 
disusun kepada masyarakat seternpat 

10. Sebagai tindak lmjut pelaksmaan pengelolaan 
hak kebga harus mdakuban 
asuk Rencana Pemantaum 

) dm Rencana Pengelolam 
untuk kegatan-kegiatan yang 

diperkirakan &an menimbulkm datnpak penting 
terhadap lingkungan. 

1 1. Ddam pelaksmaan pengelolaan pulau-pdau 
kecil, pihak ketiga disarankan dapat memanfaat- 
kan potensi energi yang tersedia sebagi surnber 
mergi banr yaih angin, paw< gelombang, Ocean 
Thermal Energy Conversion (OTEG) dan 
tenaga surya. 

12. Pemerin~,  Pernerintah Provinsi dm Kabupated 
Kota menetapkan pulau-pulau kedl y ang akan 
&gun- sebagai teqatusahakdush startegies 
sesuai perahran pemdmg-undangan. 

13. Pemeintah Provinsi dm KabupatenlKlota bila 
diperlukm, dapat menunjuk lembagal dkas teknis 
yang membidangi kelautan dm perikmm sebagi 
insmsi dl daerah yang bertanggung j awab dalm 
perencanaan, pelaksanaan, gemantauan dan 
evaluasi kegiatm pengelolaan pulau-pulau keciI 
dengan fuas atau sama dengm 2000 km2. 

14. Masyarakat beperan serta da lm pengawasan 
pengelolaan pulau-pulau kecil sejak dari tahap 
peremmaan sampai. pelaksmam. 

15. Dalm rm&a pengenddian pewlolaan pdau- 
pulau kecil baik yang sedang dan &an berjdan, 
Pemerintah Provinsi dm Kabupateaota wajib 
rnemberikan laporan secara berkda kepada 
Departemen Kelautan dm Pe~kanm.  

16. Apabila pengelolaan pulau tersebut akan 
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dikerj asarnakm dengan pihak ketiga hams ada 
j minan pengelolam $an 
vironmental imurance) kepada pernerintah. 

17. Ddam hal pengelolaan pdau-pdau kecil yang 
dilakukan oleh Pihak Ketiga yang a ~ v i t a s  
fisiknya rnengorb mengllllangkaplh~ dm 
nil$-ilai ekosistem bioma penymgga setencpat, 
maka Pemerintah Provinsi dm KabupatenlKota 
mempunyai hak untuk rnencairkan jaminan 
pengelolam pulau-pulau kecil secara langsurng 
tanpa persebjuan dai  p&ak ketiga. 

PENEMMAN DAN BENATkAN Bil7KgJM 
1. Dalm pelaksanaan pengelolaan pdau-pdau 

kecil; Peme~ntah Provin~ dm KabupatenrlKota 
an pernmtauarn dan evalumi 

s e w  berkala terhadap pe1aksmm pengelolaan 
sesuai dengan aturm dan kebijkan yang berf aku. 

2. Apabila Pihak Ketiga terbukti rnelakukm 
peqirapangan terhadap aturan dm kebij&an 
yang berlaku serta PerJ'anjim Pengdolaan yang 
telah disepakati, a k a  dikenakan sanksi bempa 
peringatan danlatau pernbaMan izin pengelolaan. 
Selanjutnya Pemerin* Perne~ntah ProGnsi. dan 

KabupatenIKota setempat berhak untuk 
rnencairkan Jaminan Pengelolaan tanpa 
persetujuan Pihak Ketiga. 

3. Nasyarakat berhak meng~ukan tuntutan h u h  
terhadap pihak pengelola apabila dalarn 
rndaksanakan ke a menyimpang dari 
rencana yang t etapkan dan telah 
rnekbulkan kemgm bagi rnasy~akat setempat. 

4. Departemen Kelautan dan Pe~kanan bersma 
Pemerintah Provinsi d m  Kabupated Kota 
berkewajiban me1 an evduasi ulang terhadap 
pdaksmaan pengelolaan pulau-pulau kecil oleh 
pihak ketiga yang sudah berjalan sebelum 
pdoman ini dikeluah.  Selmjutngra menym- 
p&km basil evafumi tersebut ke hstsensi yang 
berwenmg untuk dapat ditindak laryiu& bila dalm 
pelalltsanaatr gengelo a terjadi penyim- 
p q m  dari per an perundwg-u~rdangan 
y aarg berlaku. 

5. S e m a  pihak yang terlibat d a l m  pengelolam 
pulau-pulau kecil wajib mentaati peraturan 
pemndang-undangan ymg bed ~ Y W  

dat .  




